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BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Daerah  tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keungan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indoneseia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indoneseia Tahun 2013 Nomor 1425);

Keputusan Gubernur Bali Nomor 1753/04-D/HK/2019
tentang Evaluasi Rancangan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Bangli tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016
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Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor
13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

Menetapkan

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat:

laporan realisasi anggaran;

laporan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahan Daerah.

o pe T

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai
berikut:

a Pendapatan Rp. 1.106.097.721.500,24
b Belanja Rp. 902.456.204.496,45
c Transferr Rp. 268.615.433.433,00

surplus/deficit Rp. (64.973.912.429,21)
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d Pembiayaan :

Penerimaan; Rp. 102.910.528.614,46

Pengeluaran; dan Rp. 0,00

pembiayaan netto Rp. 102.910.528.614,46
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 55.369.619.880,70 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan

setelah Perubahan Rp. 1.161.467.345.380,94
2. Realisasi Rp. 1.106.097.721.500,24
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 55.369.619.880,70

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.93.304.171.271,11 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja setelah

Perubahan Rp. 991.308.122.966,98
2. Realisasi Rp. 902.456.204.496,45
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 93.304.171.271,11

Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp.4.452.252.800,58 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Transfer

setelah Perubahan Rp. 273.067.686.233,58
2. Realisasi Rp. 268.615.433.433,00
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 4.452.252.800,58

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah
Rp.2.064.794,84 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 102.908.463.819,62

2. Realisasi Rp. 102.910.528.614,46

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 2.064.794,84
Pasal 4

Laporan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai
berikut:

a.
b.

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 102.908.463.819,62
Penggunaan SAL sebagai

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 102.910.528.614,46
Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp. 2.064.794,84

Sisa lebih Pembiayaan

Anggaran Rp. 37.936.616.185,25

Sisa Anggaran Lebih Akhir Rp. 37.936.616.185,25
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.

Jumlah Aset Rp. 1.220.625.989.069,40
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b. Jumlah Kewajiban

Rp.

Pasal 6

50.789.133.794,29

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

pao o

Pendapatan Operasional Rp.
Beban Rp.
Surplus/Defisit Operasional Rp.
Surplus/Defisit Non

Operasional Rp.
Surplus/Defisit

setelah Pos Luar Biasa Rp.
Surplus/Defisit — LO Rp.

Pasal 7

1.109.776.413.208,96
1.115.625.428.762,30
(5.849.015.553,34)

13.944.616.237,76

7.662.163.061,42
7.662.163.061,42

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2018 sebagai berikut :
a.

b.

C.

Saldo Kas Awal per Rp.
1 januari 2018
Arus Kas dari Aktivitas Rp.
Operasi
Arus Kas dari Rp.
Aktivitas Investasi
Arus Kas dari Aktivitas Rp.
Pendanaan
Arus Kas dari Aktivitas rp.
Transitoris
Saldo Kas akhir Rp
per 31 Desember 2018

Pasal 8

1.106.097.725.500,24
116.227.648.122,04
(181.201.560.551,25)
0,00

(11.664.794,84)

37.936.616.185,25

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.
b.
C.

Ekuitas Awal Rp.

Surplus/ (Defisit) LO Rp.

Dampak Kumulatif Rp.

Perubahan Kebijakan/

Kesalahan Mendasar

Ekuitas Akhir Rp.
Pasal 9

1.116.195.894.654,83
7.662.163.061,42
45.978.797.558,85

1.169.836.855.275,11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2018 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-
pos laporan keuangan.
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Pasal 10

Pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran [.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja DAN
Pembiayaan;

Lampiran [.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Lampiran [.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan  Urusan Pemerintahan
Daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan daerah;

Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per
jabatan;

Lampiran [.6 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (investasi)
Daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran 1.9 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset lainnya;

Lampiran [.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Lampiran [.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;
c. Lampiran IIl : Neraca;
d. Lampiran IV : Laporan Operasional,
e. Lampiran V : Laporan Arus kas;
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja dan Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 22 Agustus 2019

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :

(3,38 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

;,4% 72"

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003
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